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RINGKASAN

Rosita Nirmalasari. 2025. Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penggunaan Kawasan Hutan terhadap Pengendalian Penggunaan Kawasan
Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembimbing: Dr. Badaruddin, S.
Hut., M.P; Prof. Dr. Ir. Achmad Syamsu Hidayat, M.P.; Dr. Hafiziannor,
S.Hut, M.P.

Banjarbaru. Pengenaan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) bagi pemegang Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) merupakan upaya pemerintah untuk
mengendalikan penggunaan kawasan hutan dan mendapatkan dana pengganti bagi
pemulihan kawasan hutan (kompensasi) atas nilai manfaat yang hilang akibat
kegiatan penggunaan di luar kegiatan kehutanan dalam rangka menjaga
keseimbangan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Oleh karena itu
efektivitas dari pengenaan kewajiban tersebut perlu analisis sejauh mana upaya
tersebut mampu mengendalikan penggunaan kawasan hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kewajiban
pembayaran PNBP PKH dalam mengendalikan penggunaan kawasan hutan
dengan menganalisis tiga parameter yang mempengaruhinya yaitu tingkat
pemahaman dan motivasi wajib bayar dalam membayar PNBP PKH, tingkat
kepatuhan dan tingkat pengendalian luas penggunaan kawasan hutan dengan
adanya pengenaan kewajiban ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pemegang PPKH.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen
kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik
pengumpulan data. Pendekatan evaluasi menggunakan model Context, Input,
Proocess dan Product (CIPP). Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan
Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan pengenaan kewajiban pembayaran PNBP
PKH bagi pemegang PPKH kurang efektif dalam mengendalikan penggunaan
kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat efektivitas 68,16%.
Kurangnya efektivitas ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan motivasi
wajib bayar, tingkat kepatuhan wajib bayar dan tingkat pengendalian luas
penggunaan kawasan hutan yang kurang efektif. Oleh karena itu, upaya
pengendalian masih perlu ditingkatkan seperti evaluasi dan revisi peraturan
perundang-undangan mengenai PNBP PKH secara terus menerus mengikuti
perkembangan dinamika kegiatan penggunaan kawasan hutan, pemberian dan
penegakan sanksi yang lebih ketat baik administratif maupun pidana disertai juga
kemudahan dalam birokrasi, apresiasi kepada wajib bayar yang patuh dalam
memenuhi kewajiban serta sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih intensif
kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas
kewajiban dalam kegiatan penggunaan kawasan hutan.



  

 

SUMMARY 

 

Rosita Nirmalasari. 2025. Analysis of the Effectiveness of Non-Tax State Revenue Payment 

Obligations for Forest Area Use in Controlling Forest Area Use in South Kalimantan Province. 

Supervisors: Dr. Badaruddin, S. Hut., M.P; Prof. Dr. Ir. Achmad Syamsu Hidayat, M.P.; Dr. 

Hafiziannor, S.Hut, M.P. 

 

Banjarbaru. The imposition of payment obligations for Non-Tax State Revenue (PNBP) for 

Forest Area Use (PKH) on holders of Forest Area Use Permits (PPKH) is an effort by the Government 

to control forest area use and obtain compensation funds for forest area recovery. The extent to which 

these efforts can control forest area use warrants an analysis of their effectiveness. 

This research aims to analyze the effectiveness of the mandatory payment of PNBP PKH in 

controlling the use of forest areas by analyzing three influencing parameters, namely the level of 

understanding and motivation of obligors in paying PNBP PKH, the level of compliance, and the 

level of control over the use of forest areas with the imposition of this obligation.  

This research employs a qualitative descriptive approach in an evaluative study. The research 

subjects were PPKH holders. Data collection was conducted using interview techniques and 

document studies, and then validated through source triangulation and data collection technique 

triangulation. The evaluation approach uses the Context, Input, Process, and Product (CIPP) model. 

The study was conducted in South Kalimantan Province.  

The research results indicated that the imposition of PNBP PKH payment obligations on PPKH 

holders was less effective in controlling forest area usage in South Kalimantan Province, with an 

effectiveness level of 68.16%. This lack of effectiveness was influenced by the level of understanding 

and motivation among payers, the level of compliance among payers, and the level of control over 

the extent of forest area use, which was less effective. Therefore, control efforts still need to be 

improved, such as the continuous evaluation and revision of legislation regarding Non-Tax State 

Revenues (PNBP) for the Family Hope Program (PKH) in line with the dynamic developments in the 

use of forest areas, the provision and enforcement of stricter sanctions both administratively and 

criminally, along with facilitating bureaucracy, appreciation for compliant taxpayers in fulfilling their 

obligations, and more intensive socialization and technical guidance for business actors to enhance 

understanding and awareness of their obligations in the use of forest areas. 
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